
 

 

 

 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH 

 

NOMOR 14 TAHUN 2010 

 

TENTANG 

 

PENETAPAN JADWAL, BENTUK, TEMPAT, DAN WAKTU KAMPANYE PEMILIHAN 

UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011 

 

KETUA  KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH 

 

 

MENIMBANG : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 3  huruf c, Undang-undang 

nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum  Provinsi Menetapkan Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan 

Umum Gubernur dan Wakil Gubernur; 

 

  b. bahwa ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf v Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum  Provinsi 

melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan 

Umum  dan/atau Undang-undang; 

 

  c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang 

penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye Kampanye Pemilihan 

Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011. 

 

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

  3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4721); 

  4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah    (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4863 ); 

  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang 

Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 



Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 

Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4865);  

  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 tentang Pola 

Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 tentang Pola 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang perubahan 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 Tentang 

Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah. 

  9. Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah Umum Nomor 02 

Tahun 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia 

Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemutahiran Data Pemilih (PPDP), 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)  pada Pemilihan Umum 

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011. 

  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 

Tahun 2010 Tentang Penetapan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan 

Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemutahiran Data 

Pemilih (PPDP), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada 

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011. 

  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 

Tahun 2010 Tentang Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah 

Untuk Calon Perseorangan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil 

Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011. 

  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 

Tahun 2010 Tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara sah Paling Rendah untuk 

pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik pada Pemilihan Umum 

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011. 

  13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 

Tahun 2010 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan Program 

dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil 

Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011. 

 

  14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 

Tahun 2010 Tentang Penetapan Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan 

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011. 



  15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 

Tahun 2010 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan 

Umum Gubernur dan Wakil Gubernur  Sulawesi Tengah Tahun 2011. 

  16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 

Tahun 2010 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan 

Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah 

Tahun 2011. 

  17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 

Tahun 2010 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pemeriksaan Kemampuan Rohani 

dan Jasmani Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 

Tahun 2011. 

  18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 

Tahun  2010 Tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Terinci unntuk 

tiap PPS, PPK, Kabupaten/Kota dan Provinsi pada Pemilihan Umum Gubernur 

dan wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011. 

  19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 

Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan yang memenuhi syarat Pada 

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011. 

   

Memperhatikan : 1. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Sulawesi 

Tengah tentang Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah tanggal 6 Desember 2010. 

  2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah 

tanggal 1 Nopember 2010. 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan  :  

KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH 

TENTANG PENETAPAN JADWAL, BENTUK, DAN WAKTU PEMILIHAN 

UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH 

TAHUN 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEDUA : Menetapkan jadwal, bentuk, dan waktu Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan 

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 meliputi : 

1. Bentuk Kampanye; 

2. Jadwal, Waktu dan Lokasi Kampanye; 



 

KETIGA : Kampanye  Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana 

dimaksud pada diktum kedua ayat kesatu dapat dilaksanakan dalam bentuk : 

a. Pertemuan Terbatas; 

b. Tatap Muka dan Dialog; 

c. Penyebaran melalui media cetak dan media  elektronik; 

d. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi; 

e. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum; 

f. Pemasangan alat peraga di tempat umum; 

g. Rapat umum; 

h. Debat publik/ debat terbuka antar calon dan/atau 

i. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undang, antara lain 

kegiatan deklarasi atau konvensi pasangan calon parpol atau gabungan parpol, 

dll. 

 

KEEMPAT : Lampiran jadwal waktu dan lokasi kampanye dalam surat keputusan ini merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini. 

 

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan bila ada kekeliruan dikemudian 

hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

Ditetapkan di : Palu 

Pada tanggal :  

  

 

K E T U A, 

 

 

ttd 

 

DR. Ir. ADAM MALIK, M.Sc 
 

 


